LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.17, 2014

ADMINISTRASI. Perizinan. Syarat. Tata Cara.
Produk Pornografi. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5501)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN,

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan:

DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata
Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan
Penggunaan Produk Pornografi;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4928);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA
CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN
PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Produk Pornografi adalah barang atau jasa yang memuat pornografi.

Pembuatan Produk Pornografi adalah perbuatan memproduksi,
membuat, memperbanyak, atau menggandakan Produk Pornografi.

Penyebarluasan Produk Pornografi adalah perbuatan
menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,

meminjamkan, atau menyediakan Produk Pornografi.

Penggunaan Produk Pornografi adalah perbuatan menggunakan,
memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau
menyimpan Produk Pornografi.

Izin adalah pernyataan mengabulkan secara tertulis yang diberikan
oleh pejabat yang berwenang untuk:

melakukan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk
Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan;

melakukan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk
Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan; atau

melakukan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk
Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah orang perseorangan yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Media Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat
elektronik yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi
elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.

Syarat dan tata cara perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan
Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan
pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; dan

Syarat dan tata cara perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan
Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan
dengan cara khusus.

BAB Il

SYARAT PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK

(1)

(2)

(3)

PORNOGRAFI UNTUK TUJUAN DAN KEPENTINGAN PENDIDIKAN
DAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pembuatan Produk Pornografi
Paragraf 1
Syarat Pembuatan Produk Pornografi
untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan
Pasal 3

Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan
merupakan produk yang secara eksplisit memuat pornografi yang
penggunaannya dibutuhkan dalam pendidikan.

Pembuatan Produk Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga
pendidikan.

Pembuatan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan
pendidikan selain oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 4

Pembuatan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan
pendidikan paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. mencantumkan peringatan batasan dan penggunaan Produk
Pornografi;

b. sesuai dengan jenjang pendidikan;
sesuai dengan bidang ilmu dan/atau profesi; dan

diketahui oleh pimpinan lembaga pendidikan jika dibuat oleh
orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat Pembuatan Produk Pornografi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paragraf 2
Syarat Pembuatan Produk Pornografi
untuk Tujuan dan Kepentingan Pelayanan Kesehatan
Pasal 5

Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan Pelayanan
Kesehatan merupakan produk vyang secara eksplisit memuat
pornografi yang penggunaannya dibutuhkan dalam Pelayanan
Kesehatan.

Pembuatan Produk Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau institusi kesehatan.

Pembuatan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan
Pelayanan Kesehatan selain oleh Tenaga Kesehatan dan/atau institusi
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan setelah mendapatkan Izin dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Jenis Produk Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 6

Pembuatan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan
Pelayanan Kesehatan paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. mencantumkan peringatan batasan dan penggunaan Produk
Pornografi;

b. disesuaikan dengan kepentingan penanggulangan bahaya
kesehatan masyarakat dan/atau program pemerintah; dan
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c. diketahui oleh pimpinan lembaga pelayanan kesehatan jika
dibuat oleh Tenaga Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat Pembuatan Produk Pornografi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Produk Pornografi
Paragraf 1
Syarat Penyebarluasan Produk Pornografi
untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan
Pasal 7

Penyebarluasan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan
pendidikan dilakukan oleh orang perseorangan yang tergabung dalam
lembaga pendidikan.

Penyebarluasan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan
pendidikan selain oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

Pasal 8

Penyebarluasan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan
pendidikan paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. disebarluaskan secara terbatas di lingkungan lembaga
pendidikan;

b. sesuai dengan jenjang pendidikan;
sesuai dengan bidang ilmu dan/atau profesi;

dilakukan di tempat atau lokasi tertentu dan/atau dapat diakses
ke tempat tertentu yang terdeteksi dan dapat dipantau dengan
akurat; dan

e. diketahui oleh pimpinan lembaga pendidikan jika disebarluaskan
oleh orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga
pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat Penyebarluasan Produk
Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.
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